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ABSTRAK 

 

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN DAN 

INFRASTRUKTUR TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN 

KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN 

 

Oleh 

Putri Indah Sari; Bambang Bemby S; Mukhlis  

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 

pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan pada program sekolah gratis dan 

infrastruktur jalan dan jembatan terhadap tingkat kemiskinan di 15 

Kabupaten/Kota Sumatera Selatan. Dalam penelitian ini menggunakan metode 

pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah data panel yang merupakan 

kombinasi dari data time series dan cross section dari tahun 2010-2016. Model 

dalam penelitian ini diestimasi dengan alat analisis regresi linier berganda dengan 

data panel yang menggunakan metode Fixed Effect Model. Hasil analisis 

penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan 

dan infrastruktur berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan 

di Sumatera Selatan. Nilai R
2 

yang didapat dalam penelitian ini yaitu sebesar 

0.939755 yang artinya 93.9% variabel tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh 

variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan infrastruktur yang ada 

pada model, sedangkan sisanya 6.1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar 

model. 

 

Kata Kunci : Pengeluaran Pemerintah, Pendidikan, Infrastruktur, Tingkat 

Kemiskinan. 

              Ketua                    Anggota 
                                                            

 



 

ABSTRACT 

 

EFFECT OF GOVERNMENT SPENDING IN EDUCATION AND 

INFRASTRUCTURE ON THE LEVEL OF POVERTY IN DISTRICT / 

CITY OF SOUTH SUMATERA PROVINCE 

 

By: 

Putri Indah Sari; Bambang Bemby S; Mukhlis 

 

The purpose of this study was to determine and analyze the effect of government 

spending In education of free school program and road and bridge infrastructure 

on the poverty levels in 15 districts / cities in South Sumatera. In this study, using 

a quantitative approach.The data used were the panel which were a combination 

of time series and cross section of the period of 2010 to 2016. The model in this 

study was estimated by means of multiple linear regression analysis with panel 

data using Fixed Effect Model. The results of the analysis of this study showed 

that government spending on education and infrastructure had a significant 

negative effect on the poverty levels in South Sumatera. R
2
 value obtained in this 

study was  0.939755, which means 93.9% of poverty level variables influenced by 

government spending variables in education and infrastructure that exist in the 

model, while the remaining 6.1% influenced by other factors outside the model. 

 

Keyword: Government Spending, Education, Infrastructure, Poverty Level. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kemiskinan merupakan fenomena yang terjadi pada banyak negara di dunia. 

Hampir semua negara yang berkembang memiliki masalah kemiskinan, 

khususnya di Indonesia yang masih merupakan Negara Sedang Berkembang 

(NSB). Dalam melihat ukuran kemiskinan, Badan Pusat Statisitik (2010) 

menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs 

approach). Dalam pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai 

ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan 

dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Kemiskinan dipengaruhi 

oleh banyak faktor yang dapat dilihat dari berbagai dimensi, di dalamnya antara 

lain mencakup dimensi rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, tidak adanya 

jaminan masa depan, kerentanan (vulnerability), ketidakberdayaan, 

ketidakmampuan menyalurkan aspirasi, dan ketersisihan dalam peranan sosial 

(Mawardi dan Sudarno, 2003).  

Beberapa negara yang tergabung dalam anggota Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB) termasuk Indonesia berkomitmen untuk mengatasi persoalan 

kemiskinan sejalan dengan Deklarasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

(Sustainable Development Goals). Hal ini berarti Indonesia juga dituntut untuk 

mewujudkan target-target dalam Deklarasi PBB tersebut, dimana pengentasan 

kemiskinan sendiri merupakan tujuan utama dalam pembangunan yang 

berkelanjutan (Ishartono dan Raharjo, 2016). Kemiskinan merupakan masalah 



 

multidimensional, maka upaya pengentasan kemiskinan tidak semata-mata 

menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Dengan diterapkannya otonomi daerah 

di Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah, pemerintah daerah diberi wewenang dalam merancang dan 

melaksanakan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan 

daerahnya. 

Pemerintah pusat mengharapkan dengan pelimpahan wewenang dalam 

pengambilan keputusan dan tanggung jawab maka pemerintah daerah mempunyai 

peluang dan kesempatan yang lebih besar dalam menanggulangi kemiskinan. 

Peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dituntut lebih besar dalam rangka 

pengentasan kemiskinan agar supaya program dan strategi yang dikembangkan 

tepat sasaran hal ini dikarenakan pemerintah daerah mengetahui betul 

karakteristik daerahnya (Saragih, 2003). 

Permasalahan kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan yaitu masih 

tingginya angka kemiskinan jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau 

Sumatera, dan menjadi peringkat keempat dengan persentase 13,54 persen. Oleh 

karena itu, kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah daerah 

maupun pemerintah pusat, terutama bagi pemerintah daerah untuk menyangga 

proses perbaikan kehidupan masyarakat dalam sebuah pemerintahan, untuk segera 

mencari solusi untuk menanggulangi angka kemiskinan yang cukup tinggi. 



 

 
   Gambar 1.1 Penduduk Miskin Sepuluh Provinsi di Pulau Sumatera 

Tahun 2016 (dalam persen) 

 Sumber: Badan Pusat Statistik, Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Sumatera 

Selatan 2016 

 

 Tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan sebagian 

besar masih tinggi dan di atas rata-rata nasional. Penyebab masalah tingginya 

tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan disebabkan salah satunya oleh rendahnya 

tingkat pendidikan dan keterbatasan akses masyarakat miskin di desa terhadap 

infrastruktur publik. Penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan 

kemiskinan (viscious circle of poverty). Teori ini ditemukan oleh Ragnar Nurkse 

dalam Kuncoro (2004). Adanya keterbelakangan dan kurangnya modal pada 

masyarakat miskin menyebabkan rendahnya produktivitas sehingga 

mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Implikasinya pada 

rendahnya tabungan dan investasi yang berakibat pada keterbelakangan dalam hal 

kualitas sumber daya manusia mereka dan seterusnya. Setiap usaha untuk 

mengurangi kemiskinan seharusnya diarahkan untuk memotong lingkaran dan 

perangkap kemiskinan ini. Pemerintah daerah perlu melakukan kebijakan yang 

dapat dirasakan langsung oleh masyarakat miskin (pro poor) melalui program-
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program pengurangan kemiskinan dengan prioritas di sektor pendidikan dan 

infrastruktur untuk meningkatkan produktivitas yang pada gilirannya akan 

meningkatkan pendapatan masyarakat. Pada periode akhir tahun 2016 persentase 

penduduk miskin di seluruh kabupaten/kota cenderung mengalami penurunan 

lebih dari satu persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan total 

persentase sebesar 13,54 persen. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh 

positif terhadap upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. 

 
Gambar 1.2. Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera 

Selatan Tahun 2010-2016 (dalam persen) 

Sumber : Badan Pusat Statistik, Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Sumatera 

Selatan 2016 

 

Todaro dan Smith (2011) menyatakan bahwa melalui anggaran 

pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan tingkat pendapatan rill orang-orang 

miskin dengan melalui kebijakan publik secara langsug seperti program  bantuan 

tunai bersyarat atau tanpa syarat, ataupun secara tidak langsung melalui 

perluasaan akses pendidikan dasar, infrastruktur dan perawatan kesehatan.  

Pendidikan merupakan hal yang penting dalam pembentukan dan 

peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tingginya keterampilan dan 

0,00
5,00

10,00
15,00
20,00
25,00

P
e

rs
e

n
ta

se
 (

%
) 

Kabupaten/Kota 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016



 

pengetahuan masyarakat serta tingginya tingkat pendidikan masyarakat adalah 

modal penting masyarakat untuk memperoleh kesempatan kerja yang lebih baik 

serta dalam upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. 

Secara umum tingkat pendidikan di Sumatera Selatan masih belum merata dan 

masih rendahnya tingkat pendidikan yang dapat dilihat dari angka partisipasi 

sekolah yang cenderung menurun sejalan dengan peningkatan umur penduduk 

Sumatera Selatan, hal ini menunjukkan keterbatasan akses masyarakat pada 

jenjang pendidikan yang tinggi. Sedangkan tingkat pendidikan tinggi masih 

didominasi oleh kota seperti yang ditemui di Kota Palembang, Prabumulih dan 

Lubuklinggau (Bappenas, 2015). Perlunya kebijakan pengeluaran pemerintah di 

bidang pendidikan yang diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat pada 

pendidikan yang baik dan murah. Sejalan dengan hal tersebut, salah satu program 

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berkaitan dengan kebijakan pengeluaran 

pemerintah di bidang pendidikan adalah Program Sekolah Gratis (PSG) yang 

dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota secara merata dalam rangka pemerataan 

kesempatan memperoleh pendidikan yang diatur dalam Peraturan Gubernur 

Sumatera Selatan Nomor 31 Tahun 2009. Pelaksanaan program sekolah gratis 

oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ini dalam rangka peningkatan 

kesejahteraan masyarakat dalam bentuk pengembangan sumber daya manusia 

melalui pendidikan. Pada akhirnya diharapkan dapat menjangkau masyarakat 

miskin yang terbatas kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar 

pendidikan agar dapat menikmati pendidikan. 

Pembangunan infrastruktur mempunyai pengaruh yang sangat besar 



 

terhadap pembangunan perekonomian daerah. Menurut Tim LPEM-PSEKP-PSP 

(2004) menyebutkan bahwa salah satu untuk menanggulangi kemiskinan yang 

cukup efektif adalah pembangunan infrastruktur. Ketersediaan infrastruktur 

merupakan salah satu faktor pendorong produktivitas daerah. Keberadaan 

infrastruktur seperti jalan raya dan jembatan mampu membuka akses bagi 

masyarakat dalam melaksanakan aktivitas ekonomi. Pembangunan infrastruktur 

berkontribusi pada penyediaan lapangan pekerjaan untuk mengurangi angka 

kemiskinan terutama pembangunan pada infrastruktur jalan akses penghubung 

antar desa guna menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Hal ini sejalan 

dengan Program Nawacita Presiden Republik Indonesia yang menekankan pada 

percepatan pembangunan infrastruktur yang menjangkau pemerataan infrastruktur 

antar wilayah terutama pembangunan dari daerah terpencil dan perbatasan.  

Pembangunan infrastruktur di Sumatera Selatan masih belum cukup 

merata di sejumlah wilayah kabupaten/kota, mengingat masih terpusatnya 

pembangunan infrastruktur di ibukota-ibukota kabupaten/kota semata. Kondisi 

infrastruktur terutama akses jalan di beberapa wilayah kabupaten dengan kondisi 

jalan yang  rusak perlu adanya perhatian serius dari pemerintah. Infrastruktur jalan 

dan jembatan merupakan akses penting untuk masyarakat guna mendorong 

ekonomi masyarakat daerah. Perlunya pembangunan infrastruktur yang merata di 

setiap wilayah terutama pembangunan infrastruktur desa dapat meningkatkan 

akses masyarakat miskin terhadap pelayanan infrastruktur dasar seperti jalan dan 

jembatan di wilayah perdesaan. Kegiatan ekonomi di pedesaan menjadi lancar, 

mencipatakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan 



 

masyarakat. Pemerintah Sumatera Selatan perlu berupaya melaksanakan 

pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan dengan alokasi 

anggaran yang memadai. 

Gambar 1.3. Jumlah Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan 

Infrastruktur di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010-2016 (juta rupiah) 

 
Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Dinas Pendidikan Nasional Sumatera 

Selatan 2010-2016 

 

Pada Gambar 1.3 menunjukkan perkembangan pengeluaran pemerintah di 

bidang pendidikan dan infrastruktur di Provinsi Sumatera Selatan tujuh tahun 

terakhir yang selalu mengalami fluktuasi. Dengan memperhatikan gambar 

tersebut dapat diketahui bahwa proporsi pengeluaran Pemerintah Provinsi 

Sumatera Selatan di bidang infrastruktur merupakan proporsi terbesar jika 

dibandingkan dengan proporsi pengeluaran di bidang Pendidikan. Jumlah 

pengeluaran pemerintah di bidang infrastruktur terbesar ditunjukkan pada tahun 

2016 sebesar 1,607 triliun rupiah yang mengalami peningkatan dari tahun 

sebelumnya sebesar 829,51 milyar rupiah di tahun 2015. Hal ini sesuai dengan 

rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera 

Selatan tahun 2013-2018 dengan adanya percepatan infrastruktur sehingga 

pemerintah mengalokasikan anggaran bidang infrastruktur yang lebih besar ( 

Bappeda, 2016). Untuk anggaran pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terus 
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mengalami peningkatan kecuali di tahun 2014 anggaran pendidikan mengalami 

penurunan dan terjadi peningkatan kembali di tahun 2016 sebesar 314,03 milyar 

rupiah. 

 Merujuk pada penjelasan terdahulu dapat dikatakan bahwa tingkat 

kemiskinan di Sumatera Selatan disebabkan oleh beberapa faktor seperti 

rendahnya tingkat pendidikan dan keterbatasan akses masyarakat pada 

infrastruktur (Bappenas, 2015). Oleh karena itu, perlu adanya  perhatian 

pemerintah terhadap pengurangan tingkat kemiskinan melalui kebijakan 

pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan infrastruktur. Dengan adanya 

pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan infrastruktur tersebut diharapkan 

dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hal 

tersebut, maka dibutuhkan kajian lebih lanjut untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan infrastruktur terhadap 

tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Sumatera Selatan.  

 

1.2 Rumusan Masalah  

Dari latar belakang dapat dirumuskan masalahnya adalah ―bagaimana pengaruh 

pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan Infrastruktur terhadap tingkat 

kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan?‖ 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yaitu 

― mengetahui pengaruh pengeluaran pemrintah bidang dan Infrastruktur terhadap 

tingkat kemiskinan kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan‖. 



 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis 

maupun secara praktis.  

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini memberikan manfaat sebagai pemberitahuan dan 

tambahan informasi kepada pembaca dan masyarakat mengenai 

pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan 

infastruktur di Sumatera Selatan 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi 

pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peneltian ini. 

a) Sebagai tambahan informasi untuk pemerintah dalam kebijakan 

pengalokasian dana di bidang pendidikan dan infrastruktur di 

Sumatera Selatan 

b) Sebagai bahan pertimbangan untuk analisis dan peneltian 

selanjutnya. 
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